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PUTUSAN
Nomor : 55/Pdt.G/2014/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh
bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima tentang duduk perkara pada putusan sela
Nomor : 55/Pdt.G/2014/PA.TR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat disimpulkan
bahwa meskipun gugatan penggugat tidak seluruhnya terbukti, akan tetapi tidak pula
seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dibebani sumpah supletoir
(pelengkap) sebagaimana tercantum dalam putusan sela tersebut yang amarnya

berbunyi:

MENGADILI
Sebelum memutus pokok perkara
e Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap
(suplitoir) dalam persidangan yang berbunyi “ Demi Allah saya

bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan adalah
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yang sebenarnya dalam perkara ini dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya

e Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan
bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana amar

putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini,
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. maka untuk
meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti
yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang
perkawinan diantara orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf
(a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung
Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 3 (tiga) kali
pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata

bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
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hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa

kehadiran tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis
Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati penggugat untuk rukun
kembali dengan tergugat, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam
sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun
2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas
alasan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan orang tua dan saudar tergugat
sering ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sebab lain
pertengkaran karena tergugat menderita hiper sek dan tergugat sering menyesalkan
keputusan penggugat mengajak tergugat merantau ke Berau, setiap terjadi
pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, terakhir terjadi pertengkaran pada
bulan Februari 2013 karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-
laki lain, akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama, hingga kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat
tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak
dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari
tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan
penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka
penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan
perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan
pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut

dan tidak patutnya perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat,
penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi keluarga bernama
Ismail bin Aburizal dan Samsiah binti Manaf;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan penggugat
bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah
sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun
1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24
tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan penggugat
dan tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal
1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat
dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan

tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi

keluarga atau orang dekat baik dengan penggugat maupun dengan tergugat, namun
hanya Ismail bin Abu Rizal yang bisa menerangkan tentang keadaan rumah tangga
penggugat dan tergugat sebagaimana dalam duduk perkara ini dan ternyata
menguatkan dalil gugatan penggugat, hal ini untuk memenuhi maksud pasal 22 PP
Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi
menghadirkan saksi keluarga dan bersedia mengucapkan sumpah supletoir
(pelengkap);

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengucapkan sumpah supletoir
(pelengkap) sebagaimana dalam putusan sela nomor 55/Pdt.G/2014/PA.TR tanggal 6
Maret 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan
keterangan penggugat dan dalil dalil gugatan penggugat berikut sumpah supletoirnya
dapat disimpulkan bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak
harmonis lagi dan terjadi perselisihan dari sejak sejak tahun 2009 disebabkan orang

tua dan saudar tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan
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tergugat, sebab lain pertengkaran karena tergugat menderita hiper sek dan tergugat
sering menyesalkan keputusan penggugat mengajak tergugat merantau ke Berau,
setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, terakhir terjadi
pertengkaran pada bulan Februari 2013 karena tergugat menuduh penggugat
berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga kini antara penggugat dan tergugat
telah berpisah selama 1 (saru) tahun;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) tahun ternyata
penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi
sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran

penggugat dan tergugata telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya dan berkeras untuk bercerai dengan tergugat dengan demikian hal
tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan

akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada
perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/

AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang
suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu
tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah
mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur’an surat Ar

Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat

tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah
tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif
bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada
kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqih, selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ool wl> e prsio awlaall 5,0
Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil

kemashlahatan.”

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa
perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada
taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari
penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang

dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak
saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci
sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian
dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Figih
Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim, yang berbunyi :

weoladl o wallai ol azgjll ol 1 o plVl s
aro gloiaws ¥V Iuol lgs zo il Lol cacol I3l gs il
sl Jlgsw sl lgisie i Jio ,laglliol pas 6 uinnll plgo
sl yolas ¥V sill sluYl  gloil o g9i U Llgslsl
algcs caini I3l . Jrallgl Jotll Ho ,Siall e lgal S|
olS 5 ,zoill whus] ol ,azg )l aim ialadl il
525 9 lglliol pur e uusll plgs are GUasY Las sl

asl adll lgalle lagiw MoVl & uolall
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Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita
sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya
karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak
tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa
ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti
atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah
tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak
menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan
telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang
memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut
hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat menurut hukum
beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb
atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman
penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di
langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkenaan dengan perkara ini;
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M ENGADILI

e Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
® Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

e Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat
dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan
penggugat dan tergugat

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

e Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung
sebesar Rp.421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H.
Alfahni Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Lugman Hariyadi, S.H masing-
masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh

Rumaidi, S.Ag, Panitera serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak

tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd

1. Abdul Hamid, S.H.I. Drs. H. Alfahni.
ttd

2. Lugman Hariyadi, S.H.

Panitera

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Rumaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.  330.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 6-3-2014
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



